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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR  7  TAHUN 2016 
 
PERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 
 
ABSTRAK : - Bahwa  sehubungan dengan  perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan  yang  
menyebabkan  sisa  lebih  tahun anggaran  sebelumnya  harus  digunakan  
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan 
Perubahan APBD Tahun Anggaranm 2016. b.  bahwa ketentuan Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2016   sesuai   dengan   Keputusan   Gubernur 
Kalimantan   Tengah Nomor 188.44/422/2016 tanggal  20  September  2016  
tentang  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja   Daerah   Tahun   
Anggaran   2016   dan Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang 
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016. Untuk memenuhi pertimbangan sebagai dimaksud maka perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa. 

    
  - Dasar Hukum:  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang Pajak  Bumi  dan  
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 
tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah. Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

  - 
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016. 

    
STATUS : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 22 September 2016 pada Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 235. 
    
CATATAN :  - 
 
 
 


